
 
 

BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

 
 

 

TAHUN : 2023    NOMOR : 36 

PERATURAN WALI KOTA CILEGON 

NOMOR  36  TAHUN 2023 

TENTANG 

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA CILEGON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALI KOTA CILEGON, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib 

menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS 

berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang 

Nomenklatur Jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka 

penataan jabatan Aparatur Sipil Negara pasca 

penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota 

Cilegon perlu ditetapkan peta jabatan; 

c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 9 tahun 

2023 tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih terdapat 

kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan 

penetapan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sehingga perlu 

diganti; 

d. bahwa … 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jabatan 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 

Cilegon; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan … 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

26); 

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang 

Nomenklatur Jabatan pelaksana Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JABATAN 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA CILEGON. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah … 
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1. Daerah adalah Kota Cilegon. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

6. Jabatan adalah adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang 

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 

7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi Pemerintah Daerah. 

8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

10. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, 

pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi 

informasi jabatan. 

11. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan 

fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi 

dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang 

paling tinggi. 

12. Analisis … 
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12. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang 

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh 

informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi 

kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 

Pasal 2 

(1) Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan 

gambaran pemetaan jabatan sebagai hasil Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja. 

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai dasar dalam 

penyusunan kebijakan pembinaan/penataan 

kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta 

perencanaan kebutuhan dan penempatan ASN di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

BAB II 

PETA JABATAN 

Pasal 3 

(1) Peta Jabatan merupakan susunan kebutuhan jumlah dan 

jenis jabatan ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan 

Tinggi pratama, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional 

berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 

kerja. 

(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Jabatan administrator; 

b. Jabatan pengawas; dan 

c. Jabatan pelaksana. 

(3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tergambar dalam susunan struktur organisasi Perangkat 

Daerah. 

(4) Uraian Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 

 

Pasal … 
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Pasal 4 

(1) Perangkat daerah wajib melakukan pembaruan data Peta 

Jabatan pada kolom bezetting secara rutin dan/atau 

berkala menggunakan sistem aplikasi elektronik. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembaruan 

data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Keputusan Wali Kota. 

Pasal 5 

(1) Dalam hal terdapat rencana pengangkatan Jabatan 

Fungsional, maka Perangkat Daerah wajib mempedomani 

Peta Jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota 

ini. 

(2) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan Fungsional pada 

Perangkat Daerah, maka dapat dilakukan perubahan 

Peta Jabatan setelah memperoleh rekomendasi instansi 

pembina. 

(3) Perubahan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan 

Wali Kota Cilegon Nomor 9 tahun 2023 tentang Penetapan 

Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 

9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal … 
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Pasal 7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon. 

 

 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 18 September 2023   

WALI KOTA CILEGON, 

 
ttd 
 

HELLDY AGUSTIAN 

 

 

Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 18 September 2023                         
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